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Abstract : The franstormation of modern social structures has
encouraged changes in gender roles within contemporary
Muslim families, particularly in dual-income families where
both husband and wife actively participate in productive
economic activities. These changes have created new
dynamics in family mainfenance relations, which were
previously constructed based on patriarchal structures that
positioned men as the primary breadwinners. This study aims
fo analyze the fransformation of gender roles and
maintenance fulfillment in dual-income families from the
perspective of infernational human rights law. This research
employs normative legal research using conceptual,
statufory, and infernational human rights approaches. Legal
materials were obtained from international human rights
instruments, national regulations, Islamic family Ilaw
literature, and relevant previous studies. The findings
indicate that the transtormation of dual-income families has
shifted maintenance relations from unilateral patterns
foward more participatory and cooperative relationships.
However, patriarchal social structures continue fo place
women in double burden sifuations due fo their simultaneous
involvement in productive and domestic work. From the
perspective of infernational human rights law, this condition
demonstrates the importance of strengthening substantive
equality principles and promoting a more proportional
distribution  of family  responsibilities. — Therefore,
reconstruction of mainfenance relations based on shared
tamily responsibility is necessary fo establish family relations

that are more just, participatory, and oriented toward the
protection of human rights within modern families.

Keywords : Gender Roles; Maintenance; Dual-Income Family;
Human Rights; Substantive Equality

Abstrak : Transformasi struktur sosial masyarakat modern telah mendorong perubahan peran gender
dalam keluarga Muslim kontemporer, khususnya pada keluarga dual-income yang menempatkan suami
dan istri sama-sama terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Perubahan tersebut memunculkan
dinamika baru dalam relasi nafkah keluarga yang selama ini dibangun berdasarkan model patriarkal
dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi
peran gender dan pemenuhan nafkah dalam keluarga dual-income melalui perspektif hukum hak asasi
manusia internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan hak asasi manusia internasional. Sumber
bahan hukum diperoleh dari instrumen HAM internasional, peraturan perundang-undangan nasional,
literatur hukum keluarga Islam, serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa transformasi keluarga dual-income telah menggeser relasi nafkah dari pola
unilateral menuju relasi yang lebih partisipatoris dan berbasis kerja sama. Akan tetapi, struktur sosial
patriarkal masih menyebabkan perempuan mengalami double burden akibat keterlibatan simultan dalam
kerja produktif dan domestik. Dalam perspektif hukum HAM internasional, kondisi tersebut
menunjukkan pentingnya penguatan prinsip substantive equality dan distribusi tanggung jawab keluarga
yang lebih proporsional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi relasi nafkah berbasis shared family
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responsibility guna mewujudkan relasi keluarga yang lebih adil, partisipatoris, dan berorientasi pada
penghormatan hak asasi manusia dalam keluarga modern.

Kata Kunci : Peran Gender; Nafkah; Keluarga Dual-Income; Hak Asasi Manusia; Kesetaraan Substantif

PENDAHULUAN

Transformasi struktur sosial masyarakat modern telah membawa perubahan mendasar
terhadap pola relasi keluarga kontemporer, termasuk dalam keluarga Muslim. Modernisasi
ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, peningkatan akses pendidikan, serta keterlibatan perempuan
dalam sektor publik menyebabkan terjadinya perubahan signifikan dalam pembagian peran
gender di dalam rumah tangga (Hariyanto dkk., 2025). Kondisi tersebut melahirkan model
keluarga dual-income sebagai bentuk keluarga modern yang menempatkan suami dan istri sama-
sama terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif guna menopang keberlangsungan finansial
keluarga. Dalam konteks masyarakat modern, keluarga dual-income tidak lagi dipandang sebagai
fenomena insidental, melainkan telah berkembang menjadi struktur sosial yang semakin dominan
dalam kehidupan keluarga kontemporer.

Perubahan tersebut sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya partisipasi
perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif, tetapi juga menyangkut transformasi antropologis
terhadap relasi keluarga itu sendiri. Struktur keluarga modern bergerak dari model patriarkal
tradisional berbasis single breadwinner menuju pola relasi yang lebih negosiatif, partisipatoris, dan
berbasis kerja sama. Dalam model keluarga tradisional, laki-laki diposisikan sebagai pencari
nafkah utama sekaligus pusat otoritas ekonomi keluarga, sedangkan perempuan ditempatkan
dalam wilayah domestik sebagai pengelola rumah tangga (Hartono dkk., 2025). Pembagian kerja
tersebut tidak hanya menjadi konstruksi sosial masyarakat patriarkal, tetapi juga memengaruhi
formulasi hukum keluarga, termasuk relasi nafkah dalam hukum Islam klasik.

Dalam hukum Islam Klasik, relasi nafkah dibangun di atas konstruksi giwamah yang
menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga sekaligus penanggung jawab utama
pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Konstruksi tersebut lahir dari struktur sosial
masyarakat Muslim klasik yang bercorak patriarkal dan berbasis ketergantungan ekonomi
perempuan terhadap laki-laki (Syafruddin & Ismail, 2025). Dalam konteks tersebut, kewajiban
nafkah dipahami sebagai relasi unilateral antara pemberi nafkah dan penerima nafkah. Akan
tetapi, transformasi keluarga modern menyebabkan konstruksi tersebut mulai menghadapi
tantangan relevansi ketika perempuan turut menjadi aktor ekonomi yang berkontribusi secara
langsung terhadap keberlangsungan finansial keluarga.

Persoalannya, transformasi peran gender dalam keluarga dual-income tidak selalu diikuti
oleh redistribusi tanggung jawab domestik secara proporsional (Putri & Lestari, 2016). Dalam
banyak keluarga modern, perempuan tetap memikul tanggung jawab domestik utama meskipun
turut bekerja di sektor publik dan berkontribusi terhadap ekonomi rumah tangga. Akibatnya,
perempuan mengalami double burden berupa keterlibatan simultan dalam kerja produktif dan
kerja reproduktif domestik (Nandiya & Andaryuni, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa
perubahan ekonomi keluarga tidak secara otomatis menghapus struktur subordinasi gender yang
bekerja secara sosial maupun kultural dalam institusi keluarga (Cao & Wang, 2025).

Dalam perspektif Martha A. Fineman, kondisi tersebut merupakan bentuk sfructural
vulnerability yang lahir dari distribusi tanggung jawab sosial yang tidak berjalan secara adil
(Fineman, 2010). Kerentanan perempuan dalam keluarga modern bukan hanya disebabkan oleh
persoalan ekonomi, tetapi juga oleh ketimpangan relasi domestik yang terus mempertahankan
perempuan sebagai pusat kerja reproduktif rumah tangga (Ayuningsih dkk., 2026). Situasi tersebut
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memperlihatkan bahwa keluarga dual-income modern menyimpan paradoks relasional:
perempuan memperoleh akses lebih besar terhadap ruang publik, tetapi pada saat yang sama tetap
dibebani dominasi tanggung jawab domestik.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional,
khususnya mengenai kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dalam keluarga
(Zumrotun dkk., 2026). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) menegaskan pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam
seluruh aspek kehidupan, termasuk relasi keluarga dan pembagian tanggung jawab domestik.
Pasal 16 CEDAW secara khusus menegaskan pentingnya persamaan hak dan tanggung jawab
antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan keluarga. Selain itu, General Recommendation
No. 21 CEDAW menegaskan bahwa relasi keluarga yang setara tidak dapat diwujudkan apabila
perempuan masih menanggung beban domestik secara tidak proporsional.

Dalam perspektif hukum HAM internasional, kesetaraan tidak cukup dipahami sebagai
persamaan formal semata. Konsep substantive equality menekankan bahwa keadilan harus
diwujudkan melalui perubahan struktur sosial yang menyebabkan ketimpangan terhadap
kelompok tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam ruang publik tanpa redistribusi
kerja domestik sesungguhnya belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan substantif. Situasi ini
menunjukkan bahwa persoalan utama keluarga dual-income modern bukan sekadar mengenai
perempuan bekerja, melainkan mengenai bagaimana tanggung jawab ekonomi dan domestik
didistribusikan secara adil dalam keluarga (Essop, 2026).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas perempuan bekerja dalam perspektif
hukum Islam, relasi gender dalam keluarga, atau perlindungan hak perempuan dalam rumah
tangga. Sebagian penelitian lain berfokus pada reinterpretasi giwamah dan kesetaraan gender
dalam hukum keluarga Islam (Asrori, 2024). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih
menempatkan persoalan nafkah dalam kerangka normatif antara kewajiban suami dan hak
ekonomi istri. Kajian yang secara khusus menghubungkan transformasi peran gender dalam
keluarga dual-income dengan prinsip substantive equality dalam perspektif hukum HAM
internasional masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum banyak membahas
bagaimana transformasi relasi nafkah modern sesungguhnya mencerminkan krisis distribusi
tanggung jawab domestik dalam keluarga kontemporer.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi
peran gender dan pemenuhan nafkah dalam keluarga dual-income melalui perspektif hukum
HAM internasional. Penelitian ini berargumen bahwa problem utama relasi natkah modern bukan
terletak pada keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga, melainkan pada
ketidakmampuan struktur relasi keluarga mendistribusikan tanggung jawab domestik dan
ekonomi secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi relasi nafkah berbasis
substantive equality dan shared family responsibility guna menghadirkan relasi keluarga yang
lebih adil, partisipatoris, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dalam keluarga
modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter konseptual
(conceptual legal research) yang difokuskan pada analisis transformasi peran gender dan
pemenuhan nafkah dalam keluarga dual-income melalui perspektif hukum hak asasi manusia
internasional. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian berorientasi pada analisis
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norma hukum, prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, serta pengembangan argumentasi
konseptual terkait relasi nafkah dan distribusi tanggung jawab keluarga modern.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan
hukum primer meliputi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta
perubahannya, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel
jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum
keluarga, gender, dan hak asasi manusia internasional. Sementara itu, bahan hukum tersier
diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (/ibrary research)
dengan menelaah berbagai literatur hukum, dokumen internasional, dan hasil penelitian yang
relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan
interpretatif untuk menjelaskan hubungan antara transformasi peran gender, relasi nafkah dalam
keluarga dual-income, dan prinsip-prinsip substantive equalify dalam hukum HAM internasional.
Analisis juga diarahkan untuk membangun argumentasi mengenai pentingnya rekonstruksi relasi
nafkah berbasis shared family responsibility dalam keluarga modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Transformasi Peran Gender dalam Keluarga Dual-Income Modern

Transformasi keluarga dual-income modern sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan
meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif, tetapi juga
mencerminkan perubahan mendasar terhadap struktur relasi kekuasaan dalam keluarga
(Hochschild & Machung, 2012). Dalam masyarakat patriarkal tradisional, relasi keluarga
dibangun di atas pembagian kerja berbasis jenis kelamin yang rigid, di mana laki-laki diposisikan
sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan ditempatkan dalam ruang domestik sebagai
pengelola rumah tangga. Struktur tersebut kemudian membentuk konstruksi sosial mengenai
superioritas ekonomi laki-laki dan ketergantungan perempuan dalam relasi keluarga.

Namun demikian, modernisasi sosial dan ekspansi perempuan ke ruang publik
menyebabkan struktur tersebut mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Perempuan modern
tidak lagi hanya diposisikan sebagai subjek domestik, tetapi juga menjadi aktor ekonomi yang
berkontribusi terhadap keberlangsungan finansial keluarga (Syrda, 2026). Dalam konteks
keluarga dual-income, relasi keluarga bergerak menuju pola relasi yang lebih partisipatoris karena
aktivitas ekonomi keluarga tidak lagi bertumpu secara eksklusif pada laki-laki sebagai single
breadwinner.

Meskipun demikian, transformasi ekonomi keluarga tidak secara otomatis menghapus
struktur subordinasi gender dalam rumah tangga. Dalam banyak keluarga dual-income,
keterlibatan perempuan dalam kerja produktif justru diikuti peningkatan beban kerja domestik
yang tetap dibebankan secara dominan kepada perempuan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa
perubahan ekonomi tidak selalu disertai transformasi relasi domestik secara substantif. Perempuan
memang memperoleh akses terhadap ruang publik, tetapi pada saat yang sama tetap diposisikan
sebagai pusat tanggung jawab reproduktif rumah tangga (Qibtiyah, 2020).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa struktur patriarki modern bekerja dalam
bentuk yang lebih kompleks. Dominasi laki-laki tidak lagi selalu muncul dalam bentuk pembatasan
perempuan bekerja, tetapi justru melalui normalisasi beban ganda terhadap perempuan. Dalam
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konteks ini, perempuan modern diharapkan mampu berpartisipasi dalam menopang ekonomi
keluarga tanpa diikuti redistribusi tanggung jawab domestik secara proporsional. Akibatnya,
keluarga dual-income modern sering kali melahirkan paradoks relasional: perempuan
memperoleh pengakuan ekonomi, tetapi tetap mengalami subordinasi domestik (Anisa, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problem utama keluarga dual-incomebukan sekadar
mengenai meningkatnya perempuan bekerja (Cineli, 2020), melainkan mengenai bagaimana
relasi keluarga modern mendistribusikan kekuasaan, tanggung jawab, dan kerja domestik secara
adil. Ketimpangan relasional dalam keluarga modern sesungguhnya lahir ketika struktur keluarga
gagal membaca perubahan antropologis perempuan sebagai subjek ekonomi yang setara dalam
kehidupan keluarga.

Konstruksi Nafkah dan Reproduksi Struktur Patriarki dalam Relasi Keluarga

Relasi nafkah dalam keluarga modern tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum dan
budaya yang seclama ini menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas ekonomi keluarga
(Nurlaelawati & Salim, 2013). Dalam tradisi hukum keluarga Islam klasik, kewajiban nafkah suami
dibangun di atas konsep giwdmah yang memosisikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga
sekaligus penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam
struktur tersebut, relasi natkah dipahami sebagai hubungan unilateral antara pemberi nafkah dan
penerima nafkah.

Secara historis, konstruksi tersebut lahir dari struktur masyarakat muslim klasik yang
bercorak patriarkal dan berbasis ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki. Akan
tetapi, problem muncul ketika formulasi relasi nafkah klasik dipertahankan secara rigid dalam
konteks keluarga dual-income modern yang telah mengalami transformasi sosial secara
fundamental (Alfathoni & Hikmah, 2024). Dalam banyak keluarga kontemporer, perempuan turut
menopang ekonomi keluarga bahkan dalam beberapa kasus menjadi sumber ekonomi utama
rumah tangga. Namun demikian, struktur relasi keluarga masih mempertahankan dominasi laki~
laki dalam otoritas domestik dan pengambilan keputusan keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi nafkah modern sering kali mengalami
kontradiksi struktural. Di satu sisi perempuan dituntut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga,
tetapi di sisi lain struktur relasi domestik masih memosisikan perempuan sebagai pihak yang
bertanggung jawab utama terhadap kerja reproduktif rumah tangga. Situasi ini menyebabkan
keterlibatan ekonomi perempuan tidak selalu diikuti peningkatan posisi tawar perempuan dalam
relasi keluarga (Ernaningtyas & Tanlain, 2023).

Dalam perspektif hukum dan gender, kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi nafkah
modern masih bekerja dalam kerangka patriarki domestik. Nafkah tidak lagi sekadar berkaitan
dengan distribusi ekonomi keluarga, tetapi juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam
rumah tangga (Sarah dkk., 2025). Ketika perempuan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga
tetapi tetap memikul dominasi kerja domestik, maka sesungguhnya relasi keluarga masih
mempertahankan ketimpangan struktural yang bersifat gendered. Persoalan tersebut menjadi
semakin kompleks karena banyak struktur sosial modern masih memandang kerja domestik
perempuan sebagai kewajiban moral, bukan sebagai kerja sosial yang memiliki nilai ekonomi dan
relasional (Safriyanto dkk., 2024). Akibatnya, kontribusi domestik perempuan sering kali tidak
memperoleh pengakuan setara meskipun memiliki peran sentral terhadap keberlangsungan
keluarga. Dalam konteks ini, keluarga dual-income modern memperlihatkan bahwa ketimpangan
gender tidak lagi bekerja melalui pelarangan perempuan memasuki ruang publik, tetapi melalui
eksploitasi simultan terhadap tenaga produktif dan reproduktif perempuan.
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Krisis Substantive Equality dalam Keluarga Dual-Income

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, relasi keluarga seharusnya
dibangun di atas prinsip equalify dan penghormatan terhadap martabat manusia. Akan tetapi,
konsep equality dalam hukum HAM internasional tidak berhenti pada persamaan formal semata
(Nations, t.t.). Prinsip substantive equalify menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui
perubahan struktur sosial yang menyebabkan ketimpangan terhadap kelompok tertentu, termasuk
perempuan dalam relasi keluarga modern (Darmawan & Fitroni, 2026).

Fenomena double burden dalam keluarga dual-income menunjukkan bahwa persamaan
formal belum sepenuhnya menghasilkan kesetaraan substantif. Perempuan memang memperoleh
akses lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi publik, tetapi pada saat
yang sama masih dibebani dominasi kerja domestik dalam rumah tangga (Siregar, 2024). Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa struktur keluarga modern masih mempertahankan pembagian kerja
domestik berbasis gender secara tidak proporsional.

Sedangkan dalam perspektif substantive equality (Fredman, 2016), ketimpangan tersebut
merupakan bentuk ketidakadilan struktural karena perempuan dipaksa menjalankan dua fungsi
sosial secara simultan tanpa redistribusi tanggung jawab yang setara. Situasi ini menyebabkan
perempuan mengalami kerentanan relasional dalam keluarga modern. Kerentanan tersebut bukan
semata persoalan individu, melainkan lahir dari struktur sosial dan budaya yang masih
mempertahankan subordinasi domestik terhadap perempuan.

CEDAW melalui Pasal 16 menegaskan pentingnya persamaan hak dan tanggung jawab
antara laki-laki dan perempuan dalam relasi keluarga (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women New York, 18 December 1979, t.t.). Selain itu, General
Recommendation No. 21 menegaskan bahwa pembagian tanggung jawab keluarga yang tidak
proporsional merupakan bentuk diskriminasi yang menghambat terwujudnya kesetaraan
substantif terhadap perempuan. Dalam konteks tersebut, keluarga dual-income modern
memperlihatkan bahwa diskriminasi gender tidak selalu hadir dalam bentuk pembatasan formal,
tetapi justru bekerja melalui normalisasi ketimpangan kerja domestik.

Ketimpangan tersebut memperlihatkan kegagalan relasi keluarga modern dalam
membangun shared family responsibility secara substantif. Perempuan didorong untuk produktif
secara ekonomi, tetapi struktur domestik masih bekerja berdasarkan asumsi bahwa rumah tangga
tetap merupakan tanggung jawab utama perempuan (Sukmana dkk., 2025). Akibatnya,
perempuan mengalami tekanan psikologis, sosial, dan relasional yang lebih besar dibanding laki-~
laki dalam struktur keluarga dual-income.

Perspektif Hukum HAM Internasional terhadap Relasi Nafkah dan Gender Equality

Hukum HAM internasional memandang keluarga sebagai institusi sosial yang harus
dibangun di atas penghormatan terhadap kesetaraan, martabat manusia, dan perlindungan hak
setiap individu. Dalam konteks tersebut, relasi natkah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai
kewajiban ekonomi unilateral, tetapi harus dibaca sebagai bagian dari relasi sosial yang
menentukan distribusi tanggung jawab, kekuasaan, dan kesejahteraan dalam keluarga (Mardhiah
dkk., 2026).

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
menempatkan diskriminasi terhadap perempuan dalam keluarga sebagai salah satu bentuk
ketidakadilan struktural yang harus dihapuskan. Pasal 16 CEDAW secara tegas mengatur bahwa
laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan dan
hubungan keluarga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak boleh dibangun
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di atas subordinasi salah satu pihak, termasuk dalam pembagian tanggung jawab domestik dan
ekonomi (Jamil, 2014).

Selain itu, konsep substantive equality dalam hukum HAM internasional menolak
pendekatan equality yang hanya bersifat formalistik. Kesetaraan tidak cukup dipahami sebagai
pemberian akses yang sama terhadap ruang publik, tetapi juga harus diwujudkan melalui
redistribusi tanggung jawab sosial yang lebih adil (Faiz & Khasyi’in, 2026). Oleh karena itu,
keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga tanpa perubahan pembagian kerja
domestik sesungguhnya belum mencerminkan relasi keluarga yang setara.

Dalam konteks keluarga dual-income, prinsip HAM internasional menuntut adanya
redistribusi tanggung jawab domestik dan ekonomi secara proporsional. Relasi keluarga modern
harus dibangun atas prinsip cooperation dan shared family responsibility, bukan dominasi berbasis
gender (Rofi’ah, 2015). Dengan demikian, pemenuhan nafkah dalam keluarga modern tidak lagi
dapat dipahami semata sebagai legitimasi superioritas ekonomi laki-laki, tetapi sebagai bagian dari
relasi keluarga yang menjamin penghormatan hak dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.
Perspektif HAM internasional juga memperlihatkan bahwa kerja domestik memiliki nilai sosial
yang sama pentingnya dengan kerja produktif di ruang publik. Oleh karena itu, pembagian kerja
rumah tangga yang timpang sesungguhnya merupakan bentuk ketidakadilan relasional yang
berdampak terhadap pemenuhan hak perempuan dalam keluarga. Dalam konteks tersebut,
rekonstruksi relasi natkah modern harus diarahkan pada pembangunan relasi keluarga yang lebih
egaliter, partisipatoris, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

Rekonstruksi Relasi Nafkah Berbasis Shared Family Responsibility

Transformasi keluarga dual-income modern menunjukkan bahwa relasi nafkah tidak lagi
dapat dipertahankan secara rigid berdasarkan model sizgle breadwinner yang lahir dari struktur
patriarki tradisional (Gunawan, 2024). Perubahan struktur sosial masyarakat modern telah
mengubah pola relasi ekonomi keluarga sehingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga dalam
banyak kasus berlangsung melalui kontribusi simultan suami dan istri. Oleh karena itu, relasi
nafkah modern membutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial
keluarga kontemporer.

Dalam perspektif shared family responsibility, keluarga dipahami sebagai institusi kerja
sama yang menempatkan tanggung jawab ekonomi dan domestik sebagai tanggung jawab bersama
(Zakaria dkk., 2023). Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban nafkah
laki-laki, tetapi untuk membangun relasi keluarga yang lebih proporsional dan partisipatoris.
Dengan demikian, relasi nafkah modern tidak lagi berbasis dominasi unilateral, melainkan
dibangun atas prinsip cooperation, reciprocity, dan substantive equalify (Suharto, 2025).
Rekonstruksi relasi nafkah berbasis shared family responsibility juga penting untuk menghapus
normalisasi double burden terhadap perempuan. Dalam banyak keluarga dual-income,
ketimpangan muncul karena struktur domestik tetap bekerja berdasarkan asumsi tradisional
meskipun realitas ekonomi keluarga telah berubah secara signifikan (Hidayatullah & Putri, 2025).
Oleh karena itu, redistribusi kerja domestik menjadi bagian penting dalam mewujudkan relasi
keluarga yang adil.

Dalam konteks ini, keadilan relasional dalam keluarga modern tidak hanya diukur dari
terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi juga dari distribusi tanggung jawab yang
lebih proporsional antara laki-laki dan perempuan. Relasi keluarga yang setara bukan berarti
menghapus perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan memastikan bahwa
perbedaan tersebut tidak melahirkan subordinasi dan ketimpangan struktural dalam kehidupan
keluarga (Lubis dkk., 2026).
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Dengan demikian, rekonstruksi relasi nafkah berbasis shared family responsibility
merupakan bagian penting dalam pembangunan keluarga modern yang lebih egaliter dan
humanis. Relasi nafkah modern harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hak,
penghormatan martabat manusia, dan pembangunan kesejahteraan bersama dalam keluarga.
Dalam perspektif tersebut, keluarga dual-income bukan sekadar bentuk adaptasi ekonomi modern,
tetapi juga arena transformasi relasi gender menuju struktur keluarga yang lebih adil dan
partisipatoris.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Transformasi struktur sosial masyarakat modern telah mengubah pola relasi keluarga
kontemporer, khususnya dalam keluarga dual-income yang menempatkan suami dan istri sebagai
aktor ekonomi dalam rumah tangga. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi keluarga
modern tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada model patriarkal tradisional yang menempatkan
laki-laki sebagai pencari nafkah tunggal dan perempuan sebagai subjek domestik. Akan tetapi,
transformasi ekonomi keluarga tidak secara otomatis menghasilkan relasi keluarga yang setara.
Struktur sosial patriarkal masih mempertahankan dominasi domestik terhadap perempuan melalui
pembagian tanggung jawab rumah tangga yang tidak proporsional sehingga perempuan tetap
mengalami fenomena double burden dalam keluarga modern.

Penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama relasi natkah dalam keluarga dual-
income bukan semata terletak pada keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi publik,
melainkan pada kegagalan struktur relasi keluarga dalam mendistribusikan tanggung jawab
ekonomi dan domestik secara adil. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional,
kondisi tersebut mencerminkan belum terwujudnya substantive equalify karena perempuan masih
menanggung beban reproduktif rumah tangga secara dominan meskipun telah berkontribusi
terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam
keluarga modern tidak lagi bekerja melalui pembatasan akses perempuan terhadap ruang publik,
tetapi melalui normalisasi eksploitasi simultan terhadap kerja produktif dan domestik perempuan.

Berdasarkan perspektif hukum HAM internasional, relasi nafkah dalam keluarga dual-
income perlu direkonstruksi melalui pendekatan shared family responsibility yang menempatkan
tanggung jawab ekonomi dan domestik sebagai tanggung jawab bersama secara proporsional.
Rekonstruksi tersebut penting untuk membangun relasi keluarga yang lebih egaliter, partisipatoris,
dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keluarga dual-income
modern tidak hanya dipahami sebagai bentuk adaptasi ekonomi terhadap perubahan sosial
masyarakat, tetapi juga sebagai arena transformasi relasi gender menuju struktur keluarga yang
lebih berkeadilan dan humanis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan penguatan pemahaman mengenai pentingnya
pembagian tanggung jawab ekonomi dan domestik secara proporsional dalam keluarga dual-
income guna mewujudkan relasi keluarga yang lebih adil dan setara. Rekonstruksi relasi nafkah
tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kewajiban unilateral laki-laki, melainkan perlu
diarahkan pada konsep shared family responsibility yang menempatkan suami dan istri sebagai
mitra dalam membangun kesejahteraan keluarga.

Selain itu, negara dan lembaga sosial keagamaan perlu mendorong penguatan kebijakan,
edukasi, dan konstruksi sosial yang mendukung kesetaraan substantif dalam keluarga, termasuk
penghapusan budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan sebagai pusat tanggung
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jawab domestik. Dengan demikian, transformasi keluarga dual-income dapat berjalan selaras
dengan prinsip-~prinsip hak asasi manusia, keadilan gender, dan penghormatan terhadap martabat
seluruh anggota keluarga.
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